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BERITA DAERAH
~ KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2018 NOMOR 3
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD PUSAT PENGENDALJAN

Menimbang

Mengingat

MALARIA (MALARIA CENTER) PADA DINAS KESEHATAN

—

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisast dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,
maka dipandang perlu untuk membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
pada Dinas Kesehatan dalam bidang pengendalian malaria,

bahwa pembentukan UPTD delam bidang pengendalian malaria dimaksudkan
untuk memperkuat sistem pengendalian penyakit malaria, menjalankan fungsi
sekretariat Malaria Center dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan dalam pengendalian penyakit malaria,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,
huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Orgaiisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat UPTD Pusat Pengendalian Malaria (Malaria
Center) Pada Dinas Keschatan Kabupaten Halmahera Selatan,

Undang-Undang Nomor 8 [ahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara R.I1 I ahun1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
R 1 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara R 1 Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara R [ 3890),

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
R I Nomor 3273),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
R 1 Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3495),
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinst Maluku
Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Tahun 199¢ Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3961),






